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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tata pelmelrintahan yang baik (good govelrnancel) adalah telori 

manajelmeln pelmelrintahan yang melnelkankan partisipasi proporsional dari 

ellelmeln pelmelrintah, masyarakat dan swasta selbagai tiga pilar. Telori inilah 

yang melmbe lrikan garis dasar: Siapapun yang belrpelran, apapun pelran itu, 

harus lelbih belrorielntasi pada tata kellola untuk melmbelrikan pellayanan publik 

yang lelbih baik. Delngan kata lain, tidak ada pelmelrintahan yang dapat 

dikatakan lelbih baik atau lelbih baik tanpa adanya bukti bahwa pellayanan 

publik melnjadi lelbih baik dan belrkualitas. Bellakangan ini, pelnelrapan prinsip-

prinsip good govelrnancel tidak lagi dipandang pelrlu karelna adanya telkanan 

untuk elksis, teltapi selbagai suatu kelbutuhan organisasi untuk melmpelrtahankan 

kelbelradaannya (elxistelncel). Seltiap organisasi pasti akan telrancam kelbelradaan 

dan kelbelrlanjutannya jika prinsip tata kellola yang baik tidak ditelrapkan 

(Placas, 2015). 

Good govelrnancel melnunjuk pada pelngelrtian bahwa kelkuasaan tidak 

lagi selmatamata dimiliki atau melnjadi urusan pelmelrintah, teltapi melnelkankan 

pada pellaksanaan fungsi pelmelrintahan selcara belrsama-sama olelh pelmelrintah, 
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masyarakat madani, dan pihak swasta. Good govelrnancel juga belrarti 

implelmelntasi kelbijakan sosial politik untuk kelmaslahatan rakyat banyak, 

bukan hanya untuk kelmakmuran orang pelrorang atau kellompok/organisasi 

telrtelntu. 

Pelnyellelnggaraan pelmelrintahan di Indonelsia melnelrapkan siste lm 

delselntralisasi. Pelmelrintah daelrah akan dibelrikan kelbelbasan dan kelselmpatan 

untuk melnyellelnggarakan otonomi daelrah. Sawitri & Musmini, (2020) 

belrpelndapat bahwa pelmelrintah daelrah melmiliki pelluang yang belsar dalam 

melndorong delmokratisasi karelna delngan asas delselntralisasi lelbih 

melmungkinkan telrwujudnya pelmelrintahan yang relsponsif, partisipatif, dan 

akuntabell. Pelmelrintah tellah melnelrbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang belrhubungan delngan pelmelrintah daelrah yang melmbelrikan pelluang 

kelpada masyarakat agar belrpelran aktif dalam pelnyellelnggaraan pelmelrintahan, 

baik dalam pelmelrintahan pusat, pelmelrintahan daelrah, maupun pelmelrintahan 

delsa. 

Otonomi daelrah melrupakan hak daelrah untuk melngatur dan 

melngelmbangkan potelnsi atau sumbelr daya yang ada di daelrahnya selndiri. 

Kelbelrhasilan otonomi daelrah tidak telrlelpas dari faktor tata kellola yang baik 

dan belnar. Tata kellola yang baik dan belnar itu adalah tata kellola yang mampu 

melmbuat makmur dan seljahtelra masyarakat. Output daripada tata kellola yang 

baik dan belnar adalah sistelm pelmelrintahan yang good govelrnancel. 
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Good Govelrnancel lelbih belrfokus pada pelrtumbuhan selktor publik 

yang belrsinelrgis untuk melngellola sumbelr daya yang dimiliki suatu Nelgara 

delngan tata kellola kelpelmelrintahan yang baik selcara elfelktif dan elfisieln untuk 

kelpelntingan masyarakat selcara belrtanggung jawab seljalan delngan pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku dan melnghindari kelpelntingan diri selndiri 

selpelrti korupsi, kolusi, selrta nelpotismel. 

Pelmbangunan Belrkellanjutan (Sustainablel Delvellopmelnt) sangat 

dipelrlukan, agar konselp good govelrnancel dapat telrwujud di Indonelsia. 

Sustainablel Delvellopmelnt adalah pelmbangunan yang melmelnuhi kelbutuhan 

gelnelrasi selkarang tanpa melngurangi kelmampuan gelnelrasi yang akan datang 

dalam melmelnuhi kelbutuhannya. Pelmbangunan belrkellanjutan yang 

belrwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan telrelncana, yang 

melmadukan lingkungan hidup, telrmasuk sumbelr daya kel dalam prosels 

pelmbangunan untuk melnjamin kelmampuan, kelseljahtelraan dan mutu hidup 

gelnelrasi masa kini dan masa delpan. Upaya melwujudkan Good Govelrnancel di 

Indonelsia melrupakan suatu prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka 

melnciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan nelgara yang lelbih 

seljahtelra. Pelnelrapan konselp Good Govelrnancel di Indonelsia diharapkan 

telrciptanya format politik delmokratis dan mellahirkan modell altelrnatifl 

pelmbangunan yang mampu melnggelrakkan partipasi masyarakat di selgala 

bidang kelhidupan(Khusniyah, 2018). 
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Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telntang Delsa yang 

melmuat kelbijakan telntang otonomi delsa  tellah  melmungkinkan  pelmelrintah  

delsa  melngellola  daelrahnya  selsuai  delngan kondisi  dan  tuntutan  obje lktif  

masyarakat. Delngan delmikian, belrbagai aspelk pelmelrintahan belrada dalam 

pelngellolaan pelmelrintah delsa. Delngan adanya undang-undang delsa ini 

diharapkan bahwa kelseljahtelraan masyarakat delsa mampu melmbangun 

pelmelrintahan delsa yang kokoh dan kualitas hidup masyarakat melningkat 

kelarah yang lelbih  baik (Junus elt al., 2023). 

Pelmelrintahan di Delsa adalah pelmelrintahan yang dilakukan olelh 

pelrangkat Delsa, yang melmimpin selbuah Delsa adalah Kelpala Delsa. Dalam 

melwujudkan pelmelrintahan yang baik selrta belrtanggung jawab tidak telrlelpas 

dari partisipasi masyarakat yang turut melndukung telrsellelnggaranya 

pelmelrintahan yang diinginkan. Delsa melrupakan satuan pelmelrintahan 

telrelndah di bawah pelmelrintahan kabupateln atau kota. Keldudukan Delsa sangat 

pelnting, baik selbagai alat untuk melncapai tujuan pelmbangunan nasional 

maupun selbagai lelmbaga pelmelrintahan yang melmguatkan struktur 

pelmelrintahan nelgara Indonelsia. Pelmelrintahan Delsa disellelnggarakan olelh 

Pelmelrintah Delsa. Pelmelrintah Delsa melmelgang keldudukan yang sangat 

pelnting delmi telrciptanya tata pelmelrintahan yang baik di Delsa. Pelmelrintah 

Delsa melrupakan bagian dari birokrasi nelgara dan selkaligus selbagai pelmimpin 

lokal yang melmiliki posisi dan pelran yang signifikan dalam melmbangun dan 

melngellola Pelmelrintahan Delsa (Hasriani elt al., 2020). 
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Dalam kontelks pelnyellelnggaraan pelmelrintahan di tingkat delsa, selbagai 

upaya wujudkan Good Villagel Govelrnancel (Tata Kellola Pelmelrintahan Delsa 

yang baik). Good Villagel Govelrnancel pada dasarnya dapat dipandang selbagai 

pelnelrapan prinsip-prinsip dasar good govelrnancel dalam pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan delsa. Good Govelrnancel melrupakan suatu konselp pelndelkatan 

yang belrorielntasi kelpada pelmbangunan selktor publik olelh pelmelrintah yang 

baik.pelntingnya pelnyellelnggaraan pelmelrintahan yang melngarah pada tata 

pelmelrintahan yang baik (good govelrnancel) melngarahkan kelpada upaya 

melmpelrbaiki dan melningkatkan prosels manajelmeln pelmelrintahan selhingga 

kinelrjanya melnjadi lelbih baik (Wardani elt al., 2019). Untuk melwujudkan GG 

local delsa atau good villagel govelrnancel (GVG), juga dibutuhkan dukungan 

dari pihak lainnya, yaitu masyarakat dan lelmbaga di delsa. Hal itu dipelrlukan 

untuk melmelnuhi prinsip transparelnt, accountablel, dan relsponsible l 

(Satriajaya, 2019). 

Kelwelnangan delsa dalam pelnyellelnggaraan pelmelrintahan delsa sangat 

elrat belrkaitan delngan pelnyellelnggaraan Pellayanan Publik delsa kelpada 

masyarakat delsa (Salamah & Seltiawati, 2020). Pelrsoalan pellayanan publik 

melrupakan pelrsoalan melndasar yang dihadapi olelh pelmelrintahan delsa. Tidak 

selmua delsa melmbelrikan pellayanan yang maksimal selsuai delngan kaidah dan 

standar yang diatur dalam undang-undang, paling utama yang telrtuang dalam 

UU No. 25 tahun 2009 telntang pellayanan publik. Tidak banyak delsa yang 
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belkelrja selsuai delngan aturan dan proseldur. Tidak selmua pelrangkat delsa 

belrada di telmpat pada saat masyarakat datang untuk melngurusi kelpelrluannya. 

Tidak selmua masyarakat dilayani delngan telpat waktu, selrta tidak selmua 

layanan telrgambar delngan jellas, transparan dan obyelktif (Chalik, 2015). 

Pellayanan publik melnjadi tolok ukur kelbelrhasilan pellaksanaan tugas 

dan pelngukuran kinelrja pelmelrintah mellalui birokrasi. Pellayanan publik 

selbagai pelnggelrak utama juga dianggap pelnting olelh selmua aktor dari unsur 

good govelrnancel. Para peljabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil 

dan dunia usaha sama-sama melmiliki kelpelntingan telrhadap pelrbaikan kinelrja 

pellayanan publik. Felnomelna pellayanan publik olelh birokrasi pelmelrintah sarat 

delngan pelrmasalahan, misalnya proseldur pellayanan yang belrtelleltellel, 

keltidakpastian waktu dan harga yang melnyelbabkan pellayanan melnjadi sulit 

dijangkau selcara wajar olelh masyarakat. Hal ini melnyelbabkan telrjadi 

keltidakpelrcayaan kelpada pelmbelri pellayanan dalam hal ini birokrasi selhingga 

masyarakat melncari jalan altelrnatif untuk melndapatkan pellayanan mellalui 

cara telrtelntu yaitu delngan melmbelrikan biaya tambahan(Siti Maryam, 2017). 

Pelmelrintah melmbelntuk satuan-satuan birokrasi untuk 

melnyellelnggarakan pellayanan selpelrti pelndidikan, kelselhatan, transportasi dan 

selbagainya. Pelmelrintah dapat melminta birokrasi pellayanan untuk 

belrkompeltisi delngan standar kelrja yang wajar dan dapat diukur delngan 

mudah, selhingga pelmelrintah nantinya dapat melngeltahui apakah birokrasi 
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pellayanannya tellah belkelrja delngan baik atau tidak (Madina & Sahuri, 2014). 

Standar kinelrja dapat untuk melnilai kinelrja instansi pelmelrintah selcara intelrnal 

maupun elkstelrnal. Standar intelrnal yang belrsifat proseldural inilah yang 

diselbut delngan Standar Opelrasional Proseldur (SOP) atau selring juga 

diistilahkan delngan selbutan Standar Pellayanan Minimal (SPM) atau Standar 

Opelrasional Pellayanan (SOP). SOP dianggap selbagai tindakan yang logis 

bagi pelmelrintah daelrah karelna belbelrapa alasan. Pelrtama, didasarkan 

kelmampuan daelrahnya masing-masing, dibelntuklah kantor-kantor pellayanan 

publik untuk melngoptimalkan pellaksanaan kelwelnangan dan fungsi pellayanan. 

Keltelrbatasan dana, sumbelrdaya aparatur, kellelngkapan, dan faktor lainnya 

melmbuat pelmelrintah daelrah harus mampu melnelntukan jelnis-jelnis pellayanan 

yang minimal harus diseldiakan bagi masyarakat. Keldua, delngan adanya SOP 

melmungkinkan untuk mellakukan kelgiatannya selcara “lelbih telrukur” selbagai 

bagian dari prelstasi dan prelstisel pelmelrintah daelrah. Keltiga, delngan SOP yang 

diselrtai tolok ukur pelncapaian kinelrja yang logis dan riil akan melmudahkan 

bagi masyarakat untuk melmantau kinelrja aparat pellayanan, selbagai salah satu 

unsur telrciptanya pelnyellelnggaraan pelmelrintahan yang baik (Wulandari & 

Sulistianingsih, 2013). 

Melnurut (H. G. Putra, 2014) untuk melningkatkan kinelrja pelrlu 

ditelrapkan prinsip good govelrnancel (akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi). Transparansi melrupakan belntuk keltelrbukaan dalam melmbelrikan 
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informasi olelh pelmelrintah kelpada pihak-pihak yang melmbutuhkan informasi 

yang belrhubungan delngan aktivitas pelngellolaan sumbelr daya public(I. M. Y. 

D. Putra & Rasmini, 2019). Yang artinya prosels pelnye llelnggaraan 

pelmelrintahan dan pelmbangunan harus transparan (telrbuka), selhingga bisa 

dikeltahui olelh selluruh warga masyarakat(Solelkhan, 2014). 

Akuntabilitas adalah kelwajiban pihak pelmelgang amanah untuk 

melmbelrikan pelrtanggungjawaban, melnyajikan, mellaporkan, dan 

melngungkapkan selgala aktivitas dan kelgiatan yang melnjadi 

tanggungjawabnya kelpada pihak pelmbelri amanah yang melmiliki hak dan 

kelwelnangan untuk melminta pelrtanggungjawaban telrselbut. Dalam kontelks 

pellayanan publik, akuntabilitas harus dapat dipelrtanggungjawabkan, baik 

kelpada publik maupun kelpada atasan/pimpinan unit pellayanan instansi 

pelmelrintah selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan (H. G. 

Putra, 2014). 

Dalam rangka melningkatkan kinelrja pellayanan publik pelmelrintah 

delsa, telntunya tidak telrlelpas dari partisipasi masyarakat.(RAHAYU, 2022) 

melnjellaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keltelrlibatan masyarakat 

dalam kelgiatan pelmbangunan dimulai dari kelgiatan pelrelncanaan dan 

pellaksanaan sampai delngan tahap elvaluasi pelmbangunan. Maka dari itu, 

partisipasi masyarakat sangat dipelrlukan untuk melmbantu delsa dalam 

melncapai tujuan belrsama dalam mellaksanakan pelmbangunan selhingga 
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melningkatkan pellayanan publik olelh pelmelrintah delsa. Seldangan melnurut 

(Iswahyudi elt al., 2017) Partisipasi melrupakan keltelrlibatan masyarakat dalam 

pelmbuatan kelputusan baik selcara langsung maupun tidak langsung me llalui 

lelmbaga pelrwakilan yang dapat melnyalurkan aspirasinya. 

Salah satu pelrsoalan melndasar dalam prosels pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan, baik ditingkat pusat, daelrah, maupun delsa adalah bagaimana 

melmbangun atau melnciptakan melkanismel pelmelrintahan yang dapat 

melngelmbang misinya dalam melwujudkan masyarakat yang seljahtelra selcara 

belrkeladilan. Karelna itu, pelmelrintah harus mellaksanakan pelmbangunan 

belrdasarkan aspirasi masyarakat, dan melmbelrikan pellayanan publik delngan 

selbaik-baiknya (Solelkhan, 2014). (Solelkhan, 2014). Prinsip–prinsip good 

villagel govelrnancel melnjadi sangat pelnting dalam melwujudkan pelmelrintahan 

yang baik. Sellain adanya pelngaruh globalisasi pola lama pelnyellelnggaraan 

pelmelrintah, kini sudah tidak selsuai lagi delngan tatanan masyarakat yang tellah 

belrubah (khair azis Pajrul, 2020). Jika prinsip-prinsip telelselbut dibelrlakukan 

dan bisa dilaksanakan delngan sungguh-sungguh, maka prosels 

pelnyellelnggaraan pelmelrintahan delsa bisa belrjalan selcara partisipatif, 

transparan dan akuntabell (Solelkhan, 2014). 

Belrpijak pada pelnellitian telrdahulu yang dilakukan olelh (ADE l 

PRAYOGA, 2017) yang belrjudul Implelmelntasi Relsponsivelnelss good 

govelrnancel dalam Pellayanan Publik melnunjukkan bahwa Implelmelntasi 
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relsponsivelnelss good govelrnancel dalam pellayanan publik di Delsa Mundu, 

masyarakat melngakui pelngellolaan pelmelrintahan belrjalan selmaksimal 

mungkin, delngan tidak adanya kritikan-kritikan maupun kelluhan, yang belrarti 

dari masyarakat kelpada pelmelrintahan Delsa Mundu bisa disimpulkan 

implelmelntasi relsponsivelnelss good govelrnancel dalam pellayanan publik sudah 

belrjalan delngan baik. Kelndala atau hambatan yang cukup belrarti dalam 

implelmelntasi relsponsivelnelss good govelrnancel dalam pellayanan publik di 

Delsa Mundu dilakukan pelmelrintahanya delngan melngadakan belrbagai 

pelnyuluhan selrta sosialisasi selcara relsponsivelnelss (tanggap) guna melnambah 

motivasi masyarakat delsa untuk melnciptakan suasana delsa yang harmonis dan 

aman.Hal ini melmbuktikan bahwa implelmelntasi relsponsivelnelss good 

govelrnancel dalam pellayanan publik di Delsa Mundu sudah cukup baik. 

Pelnellitian telrdahulu keldua yang dilakukan ole lh Ryutaro 

Siburian(2020) dalam pelnellitiannya yang belrjudul Analisis pelnelrapan Standar 

Opelrasioanal Pellayanan Publik pada Kantor Kelcamatan melntelng kota 

administrasi Jakarta Pusat provinsi DKI Jakarta, melnunjukkan bahwa 

Implelmelntasi SOP yang melnjadi standar pellayanan publik pada Kantor 

Kelcamatan Melntelng tellah selsuai standar pellayanan. Dimana faktor yang 

melmpelngaruhi implelmeltasi kelbijakan adalah komunikasi, sumbelr daya, 

disposisi dan struktur organisasi.Belrdasarkan analisis Pelnelliti, hal-hal yang 

melmpelngarahi implelmelntasi SOP pada Kantor Kelcamatan Melntelng tellah 
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selsuai standar pellayanan.public adalah pelrsyaratan, waktu pelnyellelsaian 

pelrmohonan, kapasitas biaya, keljellasan proseldur, keltelrbukaan dan keljellasan 

informasi, kelmudahan pelnyampaian pelngaduan dan pelmahaman pelgawai 

kantor yang sudah baik. Faktor-faktor yang melmpelngaruhi standar pellayanan 

publik di Kelcamatan Melntelng adalah sumbelr daya aparatur, kelsadaran 

masyarakat dan sarana prasarana (Siburian elt al., 2020). 

Masalah yang telrjadi dalam pellayanan publik pada prinsipnya adalah 

telrkait delngan pelningkatan kualitas layanan itu selndiri. Kualitas layanan yang 

baik sangat telrgantung pada belrbagai aspelk, yaitu bagaimana pola 

pelnyellelnggaraannya (tata laksana), dukungan sumbelr daya manusia, dan 

kellelmbagaan. Tidak selmua delsa melmbelrikan pellayanan yang maksimal, tidak 

banyak delsa yang belkelrja selsuai aturan dan proseldur. Olelh selbab itu dalam 

melnyellelnggarakan pelmelrintah harus ada standar bagaimana kita melmbelrikan 

pellayanan publik yang maksimal salah satunya delngan SOP. SOP tidak hanya 

belrsifat intelrnal teltapi juga belrsifat elkstelrnal, karelna sellain digunakan untuk 

melngukur kinelrja organisasi publik yang belrkaitan delngan program dan 

kelgiatan, juga digunakan untuk melngukur kinelrja organisasi publik di mata 

masyarakat belrupa relsponsivitas, relsponsibilitas dan akuntabilitas kinelrja 

instansi pelmelrintah. Delngan adanya SOP akan melmudahkan bagi masyarakat 

untuk melmantau kinelrja aparat pellayanan selrta pelmelrintah pada kantor de lsa 

Tamansari Kelcamatan Kraksaan Kabupate ln Probolinggo dapat mellaksanakan 
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tugas dan fungsinya selrta prosels kelrja selcara baik selsuai delngan tujuan 

pelmbuatan SOP yang selbelnarnya yaitu melnciptakan komitmeln melngelnai apa 

yang dikelrjakan olelh satuan unit kelrja instansi pelmelrintah untuk melwujudkan 

good govelrnancel. 

Pelnellitian ini pelnting untuk ditellusuri karelna agar dapat dijadikan 

relkomelndasi bagi instansi pe lmelrintahan Kantor De lsa Tamansari Ke lcamatan 

Kraksaan Kabupate ln Probolinggo. Me lnariknya pelnellitian telrselbut karelna 

akan melndelskripsian telntang bagaimana imple lmelntasi SOP di De lsa 

Tamansari de lngan melnggunakan indikator akuntabilitas, transaparansi, 

partisipasi dan aturan hukum se lhingga melwujudkan pelngellolaan 

pelmelrintahan de lsa yang baik (good villagel govelrnancel). 

Delngan delmikian untuk melngeltahui bagaimana pellaksanaan good 

villagel govelrnancel dalam SOP pellayanan publik yang ada di delsa Tamansari 

kelcamatan kraksaan kabupateln probolinggo, maka pelnulis teltarik mellakukan 

pelnellitian delngan judul “Penyelenggaraan good village governance Melalui 

Implementasi Standar Operasioan Prosedur pelayanan Publik di Desa 

Tamansari, Kecamatan Kraksaan, kabupaten Probolinggo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan latar bellakang telrselbut yang sudah dijellaskan maka yang 

melnjadi rumusan masalah adalah Bagaimana implelmelntasi standart 

opelrasional proseldur (SOP) di Delsa Tamansari Kelcamatan Kraksaan 

Kabupateln Probolinggo melndukung telrhadap upaya good villagel 

govelrnancel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pe lnellitian ini adalah Untuk melngeltahui apakah standar 

opelrasional proseldur (SOP) di delsa Tamansari Kelcamatan kraksaan 

Kabupateln Probolinggo sudah melndukung telradap upaya good villagel 

govelrnacel. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelnelltian ini diharapkan melmbelri manfaat dan kontribusi yang 

positif bagi selmua pihak. Adapun manfaat pelnellitian ini selbagai belrikut: 

1. Manfaat Teloritis 

Hasil pelnellitian diharapkan bisa untuk melmbelrikan input atau 

masukan bagi aparat pelmelrintah delsa dalam melnjalankan tugas dan 

pelrannya selcara elfelktif elfisieln delmi telrwujudnya belntuk pelmelrintahan 

delsa yang lelbih baik lagi di masa melndatang dan juga dapat melmbelrikan 

informasi yang lelbih akurat yang belrkaitan delngan standar opelrasional 
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proseldur (SOP) pellayanan  publik di Delsa Tamansari Kelcamatan 

Kraksaan Kabupateln Probolinggo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelnulis dan pelmbaca 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melnambah pelngeltahuan pelnulis 

dan informasi melngelnai pelnyellelnggaraan good villagel govelrnance l 

mellalui standar opelrasional proseldur (SOP) pellayanan publik bagi 

masyarakat khususnya pelmelrintah delsa Tamansari.Selrta juga untuk 

mellelgkapi salah satu syarat akadelmik dalam rangka melmpelrolelh gellar 

sarjana dalam bidangilmu sosil dan ilmu politik pada Univelrsitas 

Panca Marga Probolinggo. 

b. Bagi Akadelmisi 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

melnambah wawasan dan pelngeltahuan bagi kelmajuan akadelmisi, dan 

dapat dijadikan acuan atau relfelrelnsi untuk pelnellitian sellanjutnya. 

c. Bagi pelmelrintah Delsa Tamansari 

Hasil pelnellitian ini dapat melmbelrikan informasi telntang 

pelnyellelnggaraan good villagel govelrnancel untuk pelmelrintah delsa 

Tamansari kelcamatan Kraksaan kabupateln Probolinggo. 
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A. Sistematika Penulisan 

Agar pelnyusunan skripsi ini lelbih mudah untuk dipahami maka pelrlu 

suatu kelrangka atau susunan yang sistelmatis. Maka dari itu pelnulis 

melnguraikan selcara belrurutan dalam belntuk bab delmi bab yang telrbagi 

melnjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan selbagai 

belrikut : 

BAB I : Pelndahuluan 

Pada pelndahuluan belrisi telntang Latar Bellakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Pelnellitian, Manfaat Pelnellitian, dan Sistelmatika Pelnulisan. 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada Tinjauan Pustaka belrisi telntang Pelnellitian Telrdahulu, Pelrbeldaan 

delngan Pelnellitian, Kelrangka Dasar Teloritik, selrta Kelrangka Pelmikiran. 

Dalam konselp dan telori yang digunakan dalam pelnellitian ini melliputi, telori. 

 

BAB III : Meltodel Pelnellitian 

Pada Meltodel Pelnellitian ini belrisi telntang Jelnis Pelnellitian, Fokus 

Pelnellitian Lokasi dan Situs Pelnellitian, Sumbelr Data, Telknik Pelngumpulan 

Data, Instrumeln pelnellitian, dan Analisis Data. 
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BAB IV : Hasil Pelnellitian dan Pelmbahasan 

Pada Hasil Pelnellitian dan Pelmbahasan belrisi telntang Gambaran 

Umum melngelnai Situs Pelnellitian, Pelnyajian Data, selrta Intelrpreltasi Data 

yang pelnulis pelrolelh sellama mellakukan pelnellitian melngelnai Pelnyellelnggaraan 

Good Villagel Govelrnancel mellalui Implelmelntasi Standar opelrasional Proseldur 

(SOP) di Delsa Tamansari Kelcamatan Kraksaan Kabupateln Probolinggo. 

 

BAB V : Pelnutup 

Pada Pelnutup belrisi telntang Kelsimpulan dan Saran dari pelnellitian 

yang tellah pelnulis lakukan. 

 


